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RINGKASAN 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif tentang perkembangan opini 
audit BPK atas LKKL dan hasil evaluasi LAKIP K/L serta hubungan antara opini 
audit BPK atas LKKL dengan hasil evaluasi LAKIP K/L. Penelitian ini mengambil 
judul : “ Analisis Korelasi Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian 
Negara/Lembaga dengan Hasil Evaluasi LAKIP Kementerian Negara/Lembaga. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan opini audit 
BPK atas LKKL dan hasil evaluasi LAKIP K/L pada periode 2011-2015. Selain itu 
penelitian ini juga untuk mengetahui hubungan (korelasi) antara opini audit BPK atas 
LKKL dengan hasil evaluasi LAKIP K/L pada periode 2011-2015. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kementerian Negara/Lembaga 
Pemerintah Pusat. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 
Kementerian Negara/Lembaga. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel 
adalah Purposive Sampling Method.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa : (1) 
Terdapat kenaikan yang signifikan pada opini audit BPK atas LKKL dalam periode 
2011-2015, (2) Terdapat kenaikan yang signifikan atas hasil evaluasi LAKIP K/L 
pada periode 2011-2015, (3) Terdapat korelasi yang signifikan antara opini audit 
BPK atas LKKL dengan hasil evaluasi LAKIP K/L, (4) Faktor yang menyebabkan 
opini audit BPK atas LKKL pada beberapa K/L tidak seiring dengan perkembangan 
hasil evaluasi LAKIP K/L adalah opini audit BPK atas LKKL bukan merupakan 
indikator utama dalam evaluasi LAKIP K/L, terdapat pergeseran ruang lingkup 
akuntabilitas kinerja oleh KemenPAN & RB, adanya indikator lain yang memiliki 
porsi lebih besar dalam penilaian akuntabilitas kinerja serta penggunaan indikator 
tingkat efisiensi anggaran dalam pemenuhan sasaran kinerja K/L. 
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu Kementerian Negara/Lembaga harus 
terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta pengelolaan sistem pengendalian 
internal yang baik guna mendapatkan predikat WTP dari BPK atas LKKL. Terkait 
dengan evaluasi kinerja, Kementerian Negara/Lembaga masih harus memperbaiki 
dan meningkatkan penerapan SAKIP pada unit kerja K/L tersebut. Hal ini agar 
capaian evaluasi LAKIP K/L mengalami peningkatan, terutama bagi K/L yang masih 
memiliki nilai C ataupun CC. Adanya korelasi antara Opini Audit BPK atas LKKL 
dengan Hasil Evaluasi LAKIP K/L sebagai implementasi Pasal 20 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah menjadikan kualitas penyajian laporan keuangan sebagai salah satu dasar 
dalam evaluasi kinerja. Untuk menyelaraskan perubahan Opini Audit BPK atas 
LKKL dengan Hasil Evaluasi LAKIP K/L, perlu dirumuskan kebijakan baru antara 
KemenPAN & RB dengan BPK RI. 
SUMMARY 
This research is a descriptive research on the development of BPK audit 
opinion on LKKL and evaluation result of LAKIP K/L and the correlation between 
BPK audit opinion on LKKL with evaluation result of LAKIP K / L. This research 
takes the title: "Correlation Analysis of BPK Audit Opinion on Financial Report of 
State Ministry / Institution with Evaluation Result of LAKIP of State Ministry / 
Institution. 
The purpose of this research is to ascertain the development of BPK audit 
opinion on LKKL and evaluation result of LAKIP K / L in 2011-2015 period. In 
addition, this study also ascertain the correlation between BPK audit opinion on 
LKKL with evaluation result of LAKIP K / L in 2011-2015 period. 
Population in this research is all State Ministry / Institution of Central 
Government. The number of samples used in this study are 3 State Ministries / 
Institutions. The method used in sample selection is Purposive Sampling Method. 
Based on the results of the research and data analysis, there are: (1) There is 
a significant increase in BPK's audit opinion on LKKL in 2011-2015 period, (2) 
There is a significant increase on evaluation result of LAKIP K/L in 2011-2015 
period, (3)  There is a significant correlation between the BPK audit opinion on 
LKKL and the evaluation result of LAKIP K / L, (4) The factors that cause the BPK 
audit opinion on LKKL in some K/L are not aligned with the evaluation result LAKIP 
K/L is the audit opinion of BPK LKKL is not a major indicator of LAKIP K/L 
evaluation, there is a shift in the scope of performance accountability by KemenPAN 
& RB, the presence of other indicators that have a larger portion in the performance 
accountability assessment as well as the use of budget efficiency indicator in 
fulfillment K/L performance targets. 
The implication of the conclusion above is that the State Ministry / Institution 
must continuously improve the transparency, accountability and management of the 
good internal control system to get the WTP predicate from BPK on LKKL. In related 
of performance evaluation, the State Ministry / Agency still has to increase and 
improve the application of SAKIP to the K/L work unit. This is so that achievement 
evaluation of LAKIP K/L has increased, especially for K/L which still have value of C 
or CC. The existence of correlation between BPK Audit Opinion on LKKL with 
Evaluation Result of LAKIP K / L as the implementation of Pasal 20 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah make the presentation quality of financial report as one 
of the basis in performance evaluation. To align the change of BPK Audit Opinion on 
LKKL with Evaluation Result of LAKIP K/L, a new policy between KemenPAN & RB 
and BPK RI should be formulated.  
